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Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap problem ketahanan pangan nasional akibat ancaman pasar
bebas di Indonesia. Penelitian bersifat studi pustaka dengan sumber informasi di dapat melalui dokumentasi
dari jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber berita yang kredibel. Setelah informasi terkumpul, kemudian
diseleksi, dipilah dan dipilih sesuai dengan ketepatannya pada topik penelitian. Langkah terakhir analisis
informasi dengan menggambarkan penyimpulan informasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ekonomi Islam mampu menjadi solusi problem ketahanan pangan nasional. Cara ekonomi Islam menjadi solusi
problem tersebut adalah dengan diterapkannya oleh negara. Negara bisa mandiri dari hegemoni pasar bebas
untuk beralih pada politik ekonomi Islam di sektor pertanian

Kata kunci: Pasar Bebas, Ketahanan Pangan, Ekonomi [slam

Abstract

This study aims to uncover the problem of national food security due to the threat of the free market in Indonesia.
Research is a literature study with information sources obtained through documentation from scientific journals
and credible news sources. After the information is collected, it is then selected, sorted and selected according to
its accuracy on the research topic. The last step is information analysis by describing the inference of existing
information. The results of this study show that the Islamic economy is able to become a solution to the problem of
national food security. The way the Islamic economy is the solution to this problem is by being implemented by the
state. The state can be independent of free market hegemony to turn to Islamic economic politics in the agricultural
sector.

Keywords: Free Market, Food Security, Islamic Economy

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pertahanan negara,
pertanian dan ketahanan pangan merupakan
satu kesatuan integral. Pertanian merupakan
jantung pertahanan bagi ketahanan pangan
Indonesia saat ini. Meninggalkan sektor
pertanian dalam pembangunan nasional,
terutama dalam ketahanan pangan bisa
membawa bangsa ini kepada Kkrisis
(Munawar, 2021). Berbagai bentuk krisis

pangan telah terjadi selama ini merupakan
bukti lemahnya sektor pertanian dalam
pemenuhan pangan di Indonesia (Subair,
2015). Akibatnya banyak keluarga petani
Indonesia memiliki ketahanan pangan
rendah dan menjadi miskin bahkan
menimbulkan penyakit kekurangan gizi dan
busung lapar pada anak-anak mereka. Solusi
persoalan pangan ini selalu terkait dengan
masalah kemiskinan dan kelaparan. Agar
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pembangunan pertanian memiliki arah yang
jelas dan berkesinambungan, negara perlu
menetapkan  politik  pertanian  yaitu
keputusan yang sangat mendasar di bidang
pertanian di level negara untuk menjadi arah
acuan semua pihak yang terlibat, dengan
sasaran membangun kemandirian bidang
pangan.

BPS mencatat, selama tiga tahun
terakhir, jumlah penduduk hampir miskin
terus bertambah secara konsisten. Pada
2009 jumlah penduduk hampir miskin
berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99
persen dari total penduduk Indonesia. Pada
2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9
juta jiwa atau 9,88 persen dari total
penduduk Indonesia. Menurut BPS, ukuran
hampir miskin adalah 1,2 kali dari garis
kemiskinan. Jika garis kemiskinan Maret
2011 adalah pengeluaran Rp 233.740 per
kapita per bulan, maka ukuran untuk
masyarakat hampir miskin pengeluaran per
kapita per bulannya di bawah Rp 280.488
atau masih dibawah Rp 10.000 per hari.
Dengan demikian bagi yang memiliki
penghasilan diatas itu, semisal Rp. 300.000
per bulan digolongkan sebagai warga yang
berkecukupan/kaya tanpa melihat ia hidup
sejahtera atau tidak.

Indonesia diperkirakan bisa benar-
benar kekurangan pangan sebelum tahun
2030. Hal ini dikarenakan lahan baku
pertanian periode 2011 tinggal 6.758.840 ha
sementara jumlah penduduk meningkat
hingga 1,4 persen. Pada tahun 2010, indeks
luas panen per kapita tahun 2011 menurun
yaitu dari 552 m2 menjadi 544 m2/kapita.
Perkiraan ini didukung oleh data lapangan
yang menyatakan meluasnya serangan hama
penyakit pangan tahun 2011 hingga 606.095
ha, tentu mengurangi produksi pangan.

Ketua Komisi Il DPRD Kota Tegal Jawa
Tengah pada tahun 2012 memprediksi lahan
sawah produktif Kota Tegal mengalami
penyusutan hingga 30 persen dari luas lahan
sawah produktif yang mencapai 1200 hektar.
Faktor penyusutan tersebut disebabkan oleh
pemanfaatan bangunan perumahan. Padahal
pertanian padi di Kota Tegal mampu panen
setahun mencapai 2 hingga 3 kali, dengan
hasil yang cukup melimpah. Pemerintah Kota
Padang, Sumatera Barat, menyatakan luas
areal persawahan di daerah sana tinggal
6.680 hektar, akibat alih fungsi lahan untuk
pembangunan perumahan (kompas.com).
Alih fungsi lahan terjadi juga di DIY dalam
satu tahun penyusutan lahan pertanian
cukup besar mencapai 200 sampai 250
hektare dijadikan lahan nonpertanian
(Effendi, 2017; Mubyarto, 2014). Kepala
DIY Tavip Agus
menjelaskan meski sudah ada kebijakan

Bappeda Rayanto
pemberian insentif dan disinsentif bagi
petani yang mempertahankan lahan
pertaniannya dengan memberi pupuk untuk
terus Bertani, namun, penggunaan lahan
pertanian untuk industri masih terus
berlanjut (bisnis-jateng.com).

Penelitian ini penting dilakukan untuk
mengetahui problem ketahanan pangan
nasional sebagaimana dicontohkan di atas
dan cara mengatasinya. Penelitian ini sangat
signifikan dengan ketahanan nasional secara
umum karena mayoritas mata pencaharian
penduduk Indonesia ada di bidang pertanian.
Relevansi penelitian ini pada Kkondisi
sekarang adalah tuntutan pencarian solusi
tuntas dalam seluruh aspek kehidupan yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Solusi
yang diharapkan dari ekonomi Islam.
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka
dari berbagai buku dan sumber-sumber
berita yang ada. Penelitian ini bersifat
kualitatif dengan informasi-informasi akurat
yang dikumpulkan melalui dokumentasi
jurnal yang sudah dipublikasikan dan
beberapa kitab fikih di perpustakaan.
Informasi yang terkumpul direduksi untuk
diseleksi (dipilih dan dipilah) kesesuaiannya
dengan topik penelitian. Informasi kemudian
di sajikan dalam display dalam paparan yang
sederhana dengan berusaha meminimalisasi
interpretasi oleh peneliti. Langkah terakhir
analisis data dengan conclution drawing
yaitu proses verifikasi dan validasi informasi
yang ada sebagaimana disajikan dalam
penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendapatkan temuan
problem ketahanan pangan nasional akibat
gempuran konsep ekonomi Kklasik yang
diterapkan di Indonesia. Bukti
diterapkannya ekonomi klasik di Indonesia
adalah karena perdagangan yang ada
terpengaruh oleh pasar bebas. Cara
mengatasi problem ketahanan pangan
nasional dengan melepaskan diri dari
ketergantungan terhadap pasar bebas
sebagai strategi pemasaran global yang asing
bagi penduduk Indonesia yang mayoritas
mata pencahariannya di bidang pertanian.
Penelitian ini juga menemukan solusi
problem ketahanan pangan dari ekonomi
Islam. Pembahasan penelitian ini diuraikan
dalam sistematika problem Kketahanan
pangan, hantaman pasar bebas, dan solusi
permasalahan perspektif ekonomi Islam.

Problem Ketahanan Pangan Nasional

Kasus maraknya promosi-promosi
properti menandakan banyaknya alih fungsi
lahan menjadi lahan perumahan. Banyak
perumahan yang telah dimiliki namun tidak
ditinggali pemiliknya dikarenakan rumah
tersebut adalah rumah kedua, ketiga, dan
seterusnya. Sementara banyak juga
masyarakat Indonesia yang berstatus tuna
wisma (Dakhoir, 2018). Akibat turunnya
produksi pangan nasional, sepanjang bulan
Januari hingga Juni 2011 Indonesia
mengimpor dari berbagai negara jutaan ton
beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung
terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega,
minyak goreng, susu, telur, ayam, kelapa,
kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe
kering, cabai, garam, tembakau, kacang-
kacangan, jagung, dan bawang. Indonesia
juga mengimpor belasan ribu ton bawang
merah dari India, Filipina, dan Thailand.
Singkong pun diimpor berton-ton dari China
dan negara lain (Alim, 2021). Begitu pun
garam diimpor hampir dua juta ton dari
Australia, Singapura, Selandia Baru, Jerman,
dan India. Wajar bila Guru Besar Ekonomi
Universitas Gajah Mada (UGM) Gunawan
Sumodiningrat mengungkapkan bahwa
hampir 65 persen kebutuhan pangan
Indonesia berasal dari impor. Hasil pertanian
yang diimpor, di antaranya adalah beras,
gula, kedelai, bawang merah, bawang putih
dan sebagainya. Padahal lebih banyak dari
penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan
sebagian besar hidup dari pertanian.
(ekonomi.kompasiana.com)

Permasalahan konflik petanian dan
pertanahan yang tidak lain sebagai buntut
dari penggusuran-penggusuran pemukiman
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warga di kota-kota besar adalah akibat
hukum pertanahan yang diterapkan. Dimana
warga terusir dari tanah yang sudah lama
ditempatinya  bertahun-tahun  dengan
terpaksa kehilangan tempat tinggal karena
hukum negara berpihak pada nama yang ada
di sertifikat tanah tersebut (Wicaksono et al,,
2019). Padahal tanah tersebut ditempati
warga akibat tanah tersebut tidak produktif.
Kasus lain seperti di Mesuji Lampung dan
berbagai konflik yang terjadi di wilayah lain.
Akibat dari turunnya jumlah lahan yang
memproduksi pangan, maka pangan yang
dikonsumsi warga pun berkurang, akibatnya
tingkat gizi yang diserap generasi muda
Indnesia pun ikut berkurang. Menurut
mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu
Sedyaningsih (alm) saat ini Indonesia berada
di peringkat Kkelima negara dengan
kekurangan gizi sedunia. Peringkat kelima
karena jumlah penduduk Indonesia juga di
urutan empat terbesar dunia. Jumlah balita
yang kekurangan gizi di Indonesia saat ini
sekitar 900 ribu jiwa. Jumlah tersebut
merupakan 4,5 persen dari jumlah balita
Indonesia, yakni 23 juta jiwa. Daerah yang
kekurangan gizi tersebar di seluruh
Indonesia, tidak hanya di daerah bagian
timur Indonesia.

Berkaitan dengan masalah
kemiskinan, kekurangan pangan dan gizi
yang terus melanda Nusantara, pada tanggal
7 Februari 2012 dalam Seminar dan
Pameran Ketahanan Pangan di JCC Presiden
SBY memberi 4 (empat) langkah praktis yang
harus dilakukan bersama guna mengatasi
masalah ketahanan pangan yang terurai
diatas. Empat langkah praktis yang
disampaikan SBY dalam seminar dan
pameran ketahanan pangan adalah sebagai

berikut: pertama, Presiden meminta agar

masalah tersebut dijadikan prioritas dan
agenda nasional melalui program-program
prorakyat yang akan dilaksanakan. Kedua,
produksi pangan juga harus terus
ditingkatkan. Dengan keterbatasan untuk
terus menerus memperluas lahan, maka
peranan teknologi amat diperlukan. Ketiga,
Presiden juga meminta agar memastikan
komoditas pangan tersedia dengan harga
terjangkau dan stabil. Keempat, terus pantau
perkembangan pada tingkat global. Menurut
Presiden, hal ini tentu tidak bisa dikerjakan
sendiri, dibutuhkan prioritas kerjasama
sahabat  dan

dengan  negara-negara

organisasi dunia lainnya (Fareza, 2016).

Pokok permasalahan wutama atas
langkah praktis yang disampaikan presiden
di atas adalah bahwa saran tersebut
merupakan intruksi yang dirasa kurang
memahami sumber akar permasalahannya,
seperti dengan menyarankan memperluas
lahan namun tanpa mengerti penyebab
menyempitnya lahan pertanian, dan
meminta untuk memastikan komoditas
pangan tersedia dengan harga terjangkau
dan stabil namun juga tanpa memahami
bagaimana harga tinggi tesebut terbentuk.
Permasalah-permasalahan yang terurai di
atas bisa disimpulkan bahwa pokok-pokok
permasalahan ketahanan pangan nasional
ada pada hal-hal berikut:

Teori Thomas Robert Malthus yang
diadopsi dalam  kurikulum Indonesia
berpendapat, bahwa pertumbuhan
penduduk  berdasarkan  deret  ukur

sedangkan pertumbuhan makanan
(kekayaan) berdasarkan deret hitung (E-text
et al,, 2014; Say, 1967; Subair, 2015). Teori
ini membuat anak didik Indonesia

memahami bahwa terjadinya kemiskinan,
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kekurangan pangan dan gizi adalah akibat
kelangkaan (scarcity), yang membuat
masyarakat Indonesia selalu berfikir bahwa
kemiskinan dan

sumber masalah

kekurangan pangan terletak  pada
pertumbuhan penduduk yang tinggi yang
tidak dibarengi tingginya pertumbuhan
makanan, sehingga masyarakat dan
pemerintah tidak pernah berfikir bahwa
terjadinya kemiskinan dan kekurangan
pangan penyebabnya terletak pada sistem
distribusi yang salah dan rusak. Sehingga
setiap solusi yang diberikan tidak pernah

mengena pada sumber pemicunya.

Teori David Ricardo tentang hukum
pertanahan yang diterapkan oleh Indonesia.
Teori ini terkait dengan harga relatif
berdasar biaya-biaya produksi, kemudian
melahirkan teori biaya sewa tanah (Birch,
2020; Clark, 2007; Keynes, 2017). Indonesia
menuangkannya dalam UU No. 5 tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok
agrarian. Menurut David Ricardo, tanah
adalah factor produksi yang dimiliki rumah
tangga dan tentu yang dibutuhkan
perusahaan dalam menjalankan proses
produksinya. Tanah tersebut tetap menjadi
milik perseorangan (rumah tangga) selama
sebuah perusahaan belum membeli darinya.
Dengan demikian harus ada kompensasi bagi
pemilik tanah saat pemilik
industri/perusahaan ingin memanfaatkan
tanah tersebut, sebab pemilik tanah tersebut
memang akan meminta kompensasinya, dan
kompensasi tersebut adalah sewa apabila
dipinjamkan, dan harga bila
diperjualbelikan.

Hukum pertanahan di Indonesia pun
demikian, seorang pemilik tanah dijamin
atas hak kepemilikan atas tanahnya dengan

sebuah sertifikat. Yang menjamin bahwa
tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya
selamanya, selama tidak diperjualbelikan
maupun dihibahkan. Dengan demikian
walaupun tanah tersebut dibiarkan (tidak
produktif) tanpa dikelola bertahun-tahun,
tanah tersebut akan tetap menjadi sang
pemilik sertifikat awal. Hal ini disebabkan
karena apabila kita teliti dalam UU No. 5
tahun 1960, tidak terdapat didalamnya
ketentuan batas maksimal penelantaran
lahan/tanah oleh sang pemilik, sehingga
pemilik tanah tetap berhak atas tanahnya
selama tidak dijual atau dihibahkan pada
pihak lain. Sehingga apabila ada pihak yang
menempatinya, dengan kebenaran UU
pemilik akan mampu mengusirnya sewaktu-
waktu bila diinginkan. Tanah tersebut pun
boleh disewakan pemiliknya kepada pihak-
pihak yang ingin memanfaatkan tanah
tersebut, semisal petani yang ingin bercocok
tanam, apabila pemilik tanah tersebut
enggan mengelolanya sendiri namun tetap
ingin mendapatkan penghasilan dari tanah
tersebut. Dan yang seperti ini banyak dari
para petani Indonesia yang mengalaminya.
Selain biaya pupuk, petani juga harus
membayar biaya sewa lahan pertanian
kepada pemilik lahan. Perkara undang-
undang yang seperti inilah yang menurut
tumbuh
berkembangnya lahan tidak produktif, atau

dugaan kami memicu
memicu peralihan lahan pertanian menjadi

lahan non pertanian, dikarenakan
pengunaan lahan untuk industry dan
property lebih menguntungkan secara

ekonomi.
Hantaman Pasar Bebas (free trade)

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia
membuka pasar dalam negeri secara luas
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kepada negara-negara ASEAN dan Cina.
Sebaliknya, Indonesia dipandang akan
mendapatkan kesempatan lebih luas untuk
memasuki pasar dalam negeri negara-negara
tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan
perwujudan dari perjanjian perdagangan
bebas antara enam negara anggota ASEAN
(Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura,
Filipina dan Brunei Darussalam) dengan
Cina, yang disebut dengan ASEAN-China Free
Trade Agreement (ACFTA) (McCarthy,
2016). Sebelum
perdagangan bebas dengan Cina saja, kita

adanya  perjanjian
sudah mendapatkan hampir segala lini
produk yang dipergunakan di rumah dan
perkantoran bertuliskan Made in China.
Karena itu, pemberlakuan pasar bebas
ASEAN-Cina sudah pasti menimbulkan
dampak sangat negatif. Pertama: serbuan
produk asing terutama dari Cina dapat
mengakibatkan kehancuran sektor-sektor
ekonomi yang diserbu. Pasar dalam negeri
yang diserbu produk asing dengan kualitas
dan harga yang sangat bersaing akan
mendorong pengusaha dalam negeri
berpindah usaha dari produsen di berbagai
sektor ekonomi menjadi importir atau
pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil
dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah
antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja
sudah membuat industri lokal kelabakan,
apalagi perbedaannya besar (Bisnis
Indonesia, 9/1/2010).

Permasalahan berikutnya menurut
kami terletak pada UUD 45 pasal 33 tentang
perekonomian bangsa yang dirasa masih
terlalu global untuk dapat ditafsirkan dan
diimplementasikan menjadi sebuah sistem
ekonomi yang menyejahterakan dan

berpihak pada rakyat. Sebab semisal pada
ayat 3 yang menyebutkan bahwa “bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Pernyataan ini membuat negara
bebas menafsirkan dan
mengimplementasikan  kebijakan  yang
menyejahterakan rakyat tanpa melihat lebih
dalam apakah kebijakan tersebut membuat
rakyat sejahtera atau justru merugikan.
Seperti dengan membuat UU no 4 tahun
2009 tentang mineral dan batubara, UU no
11 tahun 1967 pasal 9 yang membolehkan
pihak swasta mengelolanya. Sehingga
membuat kekayaan dari alam tersebut tidak
terdistribusi secara merata kepada rakyat.
Hal ini disebabkan UU menyatakan kekayaan
alam tersebut dikuasai Negara, sehingga
menjadi hak negara dengan bagaimanapun
bentuk pengelolaannya.

Solusi Masalah Perspektif Ekonomi Islam

Peneliti menemukan solusi
permasalahan-permasalahan yang menimpa
negeri Indonesia pada sektor ketahanan
pangan di atas bisa dipecahkan dengan
undang-undang menurut kajian ekonomi
Islam. Undang-undang publik, seperti
ekonomi yang berasal dari Islam tidak akan
memicu konflik horizontal sebagaimana
yang banyak dikhawatirkan oleh berbagai
kalangan, sebab peraturan seperti ini zaman
dahulu sudah pernah dipraktekkan untuk
semua kalangan dengan berbagai agama,
suku dan bangsa yang berlainan. elain itu
fakta saat ini juga telah menunjukkan bahwa
ekonomi Islam sebagai undang-undang
publik mulai banyak dilirik oleh pakar-pakar
ekonomi. Tidak jauh-jauh semisal perbankan
syariah yang sudah merebak di nusantara ini.
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Sistem perbankan Islam dianggap sebagai
sistem perbankan yang tahan Kkrisis,
berkeadilan dan menyejahterakan
(Muhammad et al, 2020). Oleh karena itu
banyak perbankan syariah yang memiliki
nasabah dari berbagai etnis, suku dan agama,
bukan hanya nasabah yang beragama Islam
saja. Hal ini dibuktikan misalnya dengan
presentase nasabah Bank Permata Syariah.
Sekitar 36 persen nasabah berasal dari
kalangan non-Muslim. Pemimpin Bank
Muamalat Palu Fauz Atabik mengemukakan
jumlah nasabah bank yang dipimpinnya
hingga saat ini meningkat sekitar 20 persen
menjadi 40 ribuan orang. dan jumlah
nasabah nonmuslim Bank Muamalat di Palu
mencapai 10 persen dari seluruh nasabah.
ketertarikan nonmuslim terhadap
perbankan syariah antara lain, bank syariah
tidak menggunakan bunga tapi bagi hasil
antara pemilik dana dan pengelola dana.
Meskipun masih didominasi oleh nasabah
Muslim, presentase tersebut menunjukkan
bank syariah tidak hanya diminati kalangan
Muslim saja, melainkan juga nonmuslim
(Antara 25/6/12).

Demikian pula dalam masalah
pertanahan, apabila undang-undang diambil
dari sumber ekonomi Islam mampu
menyejahterakan dan diterima berbagai
kalangan, baik petani dan pedagang dari
agama apapun serta mampu meningkatkan
swasembada pangan bagi rakyat Indonesia
khususnya, sehingga ketahanan pangan
Indonesia menjadi kokoh. Adapun pemecah
masalah dari pokok-pokok permasalahan
yang disampaikan di atas adalah perbaikan
kurikulum pendidikan, alternatif undang-
undang

pertanahan  pertanian, dan

memproteksi pasar. Pemerintah

mengkoreksi setiap pemikiran salah yang

selama ini diajarkan pada anak didik
generasi muda Indonesia, seperti kesalahan
pemikiran Adam Smith, David Ricardo, ]B Say
dan lain sebagainya dengan menggantinya
pada pemikiran yang lebih baik.

Adapun hukum kepemilikan tanah
dalam ekonomi Islam tidak sebagaimana
teori hukum pertanahan dalam teori
ekonomi mikro David Ricardo yang diadopsi
Indonesia. Ekonomi Islam melarang seorang
pemilik tanah menyewakan tanahnya.
Ekonomi Islam hanya memberikan dua
pilihan kepada para pemilik tanah, yaitu
segera tanahnya dikelola oleh dirinya
sendiri, atau ia berikan tanah tersebut
kepada orang lain bila ia tidak sanggup
mengelolanya. Dan apabila tanah tersebut
tidak dikelola oleh pemiliknya dan tidak
diberikannya pada orang lain, maka negara
memberikan jangka waktu tiga tahun
berturut-turut kepada pemilik tanah
tersebut. Apabila lebih dari tiga tahun
berturut-turut tanah tersebut tidak ia kelola
dan dibiarkan mati, maka dengan paksa
negara akan mengambil alih  hak
kepemilikannya untuk kemudian diberikan
pada orang lain.

Sebagaimana Hadits yang pernah
dipraktekkan Umar bin Khattab: “Barang
siapa menelantarkan tanah selama tiga tahun
berturut-turut dan ia tidak mengelolanya,
maka apabila datang orang lain dan ia
mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi
miliknya”. “Siapa yang mempunyai sebidang
tanah, hendaknya dia menanaminya, atau
hendaknya diberikan kepada saudaranya.
Apabila ia  mengabaikannya, = maka
hendaknya tanahnya diambil”. (HR.
Bukhari). Dan larangan Rasulullah SAW

menyewakan tanah: “Siapa saja yang
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mempunyai tanah, hendaknya menanami

tanahnya, atau hendaknya ditanami
(diberikan pada) saudaranya. Dan janganlah
sepertiga,
seperempat, maupun dengan makanan yang

sepadan.” (HR. Abu Daud).

menyewakannya dengan

Hikmah dari penerapan undang-
undang yang berasal dari hadits-hadits Nabi
diatas jika diterapkan adalah, rakyat
Indonesia akan terdorong untuk membuat
semua tanah yang ada di muka bumi
Indonesia ini produktif (menghasilkan bahan
pangan dan lain sebagainya). Sebab bila tidak
ia terancam akan kehilangan hak
kepemilikan atas tanahnya jika tanahnya
ditelantarkan selama lebih dari 3 tahun
berturut-turut. Dengan demikian produksi
bahan pangan pun akan melimpah, dengan
begitu akan membuat harganya murah dan
dapat terjangkau oleh semua kalangan. Tidak
sebagaimana teori sewa tanah David
Ricardo, yang mengancam tanah akan mati
terbengkalai dan tidak produktif, sebab
tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya
akan tetap menjadi pemiliknya, dan tidak
dapat diganggu gugat, walaupun tanah
tersebut diterlantarkan selama berpuluh-
puluh tahun lamanya. Artinya, tanah tersebut
menjadi tidak produktif selama berpuluh-
puluh tahun. alhasil produksi bahan pangan
pun  terbatas, sebab tanah  yang
menghasilkan produksi bahan pangan juga
terbatas. Akibatnya harga bahan pangan
tidak akan semurah apabila produksi bahan
pangan tersebut melimpah ruah. Sebab
kebanyakan tanah-tanah tersebut
terbengkalai tidak menghasilkan apapun,
dan hanya sedikit dari tanah-tanah tersebut
yang produktif. Solusi dari ekonomi Islam
tentang pertanahan ada tiga, yaitu: tanah

digarap oleh pemiliknya, diberikan pada

orang lain yang mampu menggarap, dan
tidak boleh disewakan, sebab kebolehan
sewa terhadap tanah, selain bertentangan
dengan  hadits  Nabi, juga  dapat
menghilangkan tujuan hukum ekonomi
[slam yang dimaksudkan untuk agar semua
tanah produktif dan menghasilkan bahan
pangan yang melimpah ruah.

Pemerintah seharusnya memproteksi
pasar nasional dari pasar bebas. Hendaknya
pemerintah apabila berniat mengimpor
suatu produk tertentu dari Negara lain agar
melakukan penyeleksian hanya pada barang-
barang yang kurang dan yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat saja. Sehingga
tidak merugikan petani dalam negeri yang
mendorong berubahnya lahan pertanian
menjadi lahan non pertanian, namun tetap
kebutuhan
masyarakatnya. Perjanjian perdagangan

mampu memenubhi

bebas seperti ACFTA merupakan bentuk

penghianatan terhadap rakyat yang
seharusnya dilindungi dari
ketidakberdayaan = ekonomi  (McCarthy,

2016). Dengan perjanjian tersebut, sengaja
atau tidak, Pemerintah telah membunuh
usaha pertanian dan industri dalam negeri
baik skala besar apalagi skala kecil, yang
tentu akan berdampak pada makin
meningkatnya angka pengangguran.
Berkaitan dengan UUD 45 pasal 33, kami
menyarankan agar dibentuk aturan ekonomi
yang lebih spesifik dalam pengelolaan
kekayaan alam, semisal dengan pernyataan
bahwa “kekayaan alam yang terkandung
didalam bumi dimiliki oleh rakyat (bukan
dimiliki negara) yang pengekplorasiannya
diserahkan pada Negara”. Sehingga dengan
demikian Negara menjadi tidak berhak
memprivatisasikannya atau menyerahkan
pengelolaannya pada swasta atau asing yang
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membuat kekayaan alam tidak terdistribusi
secara merata pada rakyat.

KESIMPULAN

Teori ekonomi Thomas Robert Malthus
tentang kekurangan bahan pangan akibat
tingginya pertumbuhan penduduk yang
diajarkan pada siswa dan mahasiswa di
Indonesia adalah sebuah kesalahan besar
yang mengakibatkan generasi muda
Indonesia berfikiran salah. Salah fikir pasti
menyebabkan salah perbuatan, demikian
pula salah mengidentifikasi masalah
menyebabkan salah pula solusinya. Sebab
dari fakta pun bisa kita lihat bahwa produksi
pangan dunia sebenarnya tidak kekurangan,
melainkan cukup untuk memenuhi semua
manusia di dunia, sehingga nampak
permasalahannya bukan terletak pada
jumlah makanan yang tersedia, melainkan
pada distribusi yang tidak merata. Dan
distribusi tidak akan berjalan kecuali sesuai
dengan perundang-undangan yang
menaunginya. Apabila undang-undangnya
rusak tentu sistem pendistribusiannya pun
ikut rusak, dan apabila undang-undangnya
baik tentu sistem pendistribusiannya juga

baik.

Badan pangan dunia (FAO) menemukan
sepertiga makanan di dunia terbuang setiap
tahunnya, yang jumlahnya cukup untuk
pangan di Afrika. Dan Food and Agriculture
Organisation (FAO) PBB menemukan
makanan yang terbuang percuma itu berasal
dari negara-negara kaya dan berkembang.
Kemudian peneliti dari Swedish Institute for
Food and Biotechnology (SIK) for Save Food!
Juga melakukan studi dengan menghasilkan
beberapa penemuan penting, seperti dikutip
dari FAO.org: Negara maju dan berkembang

kira-kira membuang makanan dalam jumlah
yang sama yaitu masing-masing 670 dan 630
juta ton. Kemudian setiap tahun, sampah
makanan dari negara-negara kaya adalah
sebanyak 222 juta ton, yang jumlah ini mirip
dengan produksi pangan di negara Afrika
sub-Sahara yaitu sebesar 230 juta ton. Juga
jumlah makanan yang hilang atau terbuang
setiap tahunnya setara dengan lebih dari
setengah hasil panen sereal di dunia (2,3
miliar ton di tahun 2009/2010). Fakta ini
menunjukkan teori Malthus hanyalah isapan
jempol yang tidak layak diperhitungkan oleh
para pemikir ekonomi. Penelitian ini
hendaknya bisa diadopsi oleh pemerintah
dan melaksanakannya sebagaimana sudah
disampaikan dan diuraikan di atas.
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